
Lampiran 5l
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatefl Mabng
Nomor : 18o/ 9l //iEPf35.O7.122tzo't}
Tenlang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dims

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO KOi'PONEN URAIAN

l. Service Delivery

1 Persyaratan f . ilengisi pemohon.rn / Blargko

2. Fotocopy KTP Kabupaten Malang 2lembar

3. Fotoil<opi NIB dan SIUP (OSS)

4. Fotokopi izin edar / nornor PIRT dari Dinas Kesehatan

5. Pela lokasi

6. Denah bargunan

2 Sistem,

prosedur

mekanisme dan
CS rnerErina

berkas dan
fi|erbe{ikan
tanda lerina

Bidang,
p{oses izin

Pernohon

seral*an
bertas

Pemohon,
rnenetima

sertifil€t izin

3 Jangka waku penyelesaian Maksimal 6 hari sejak berkas dinydakan lengkap.

4 Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk pelayanan lzin Pangan lndustri Rumah Tangga

6 Penanganan pengaduan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Sdu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

2. ilenyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via

Tebpon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS :082iElZZE1113

Email : om-ptsp@malanqkab.qo. id

lrvbbsile : www. pm-ptsp. malanqkab.qo. id

1) Pemohon menyeahkan berkas lengkap;

2l CrJstomer service menerima berkas permohonan

dan memberikan tanda terima;

3) Bidang memproses permohonan izin;

4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Biaya I tant

5



ll. anufacturing

1, Peraturan ltibnteri Kesehatan Republik lndonesia

Nomor 26 Tahun 2018 Ter ang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Kesehatan

2. Urdang - undarp No 36 Tahun 20G) Tentang

Kesehatan

3. Undang - undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

4. Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1996 Tentang

t.abel

5. Peraturan lt Meri Kesehatan nomor

72mer**tgerl1989 Tentaqg Bahan Tambahan

Pangan

6. Perafuran Badan Pengawas Obat dan Makanan Rl

No 03. 1 .23.04. 1 2.22(E Tentang Pedornan Pemberian

Sertifikat ProdtdGi Pangan lndustri Rumah Tangga

(sPP-rRT)

7. Peraturan Badan Pengaras Obat dan Makanan Rl

No 03.1 .23.04 .12.26 Ten&ang Cara Produksi

Pangan Yaqg Baik Untuk lndustri Rumah Tangga

(cPPB-rRT)

8, Peraturan Badan Pengarras Obat dan Makanan Rl

No 0:1.1 .23.(X.1 2.2207 Terra1g Cara Pemeriksaan

Sarana Prodr.rksi ParEan lndusfi Rumah TarEga

9. Perduran D*rah Kabupaten Malang No 17 Tahun

2fl)8 Tentang Pelayanan Perijinan di Kabupaten

Makang

l O.Peraturan Bupati Malang tlo 32 Tahun 2017 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tr.rgm dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

l l.Peraturan Bupati illalarq Nomor 15 Tahun 20'18'

Tentang Pendehgasian Warvenarg Bupati di Bidang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pirilu.

1 Dasar Hukum

1. Peraturan Perurdangan yang mendsari perizinan

2. Standar Pelayanan

3. Peralatan komputer pendukung perizinan

2 Sarana,

fasilatas

prasarana, dan

1. SDM yang memiliki pengetahuan di lzin PanganKompetensi pelaksana

trdustri Rumah Tangga-

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan

infonnasi serta mampu menyampaikan informasi

secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta

santm kepada pihd< yang memerlukan.



4 Pengawasan intemal 'l . Supervisi atasan langsung

2, Dilakukan sistem pengendalian intemal pemerintah

dan penga$rasan fungsional oleh inspektorat

3. Dilaksanakan secara kontinyu

c Jumlah pelaksana Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan

o Jaminan pelayanan Apabila penerbitan iln melewati batas waktu yang

ditentukan, maka petugas mempunyai kanajiban untuk

mengantarkan sedmkat ke alamat pemohon

7 Jaminan keamanan lzin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang

berlaku dijamin keabsahannya.

Evaluasi kinerja pelayanan Evaluasi peneepan standar pelayanan ini dilakukan

minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk meniaga dan meningkatkan

kinerja pelayananan.
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